PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 13 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSERCAN 1925
(STAATSBLAD 1925 NO. 319)

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang :

a. bahwa ber hubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa i ni
di anggap perlu untuk mengadakan perubahan dan tanbahan pada
pasal -pasal 1, 7, 11, 25 dan 36 Odonansi Pajak Perseroan 1
925 (Staatsblad 1 925 No. 31 9), sebagai nana tel ah di ubah dan
di t anbah, terakhir dengan Lenbaran-Negara 1954 No. 106;

b. bahwa karena keadaan yang nenmaksa perubahan tersebut perlu
segera diatur dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang;

Mengi ngat

pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar
Menteri Keuangan;

Menmut uskan:

Menet apkan :

Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan
t anbahan O donansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 No. 319),
sebagai mana telah diubah dan ditanbah terakhir dengan Lenbaran-
Negara 1954 No. 106.

Pasal 1.

1. Pasal 1 ayat (1) ke-1 Ordonansi Paj ak Perseroan 1925
di t anbah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut
"Ke-1.dari |aba yang di perol eh perseroan terbatas, perseroan
komandi ter atas saham saham perseroan atau perkunpulan lain
yang nodal nya sel uruhnya atau sebagi an terbagi atas saham
saham perusahaan- perusahaan Negara dal am bent uk apapun,
per kunpul an koperasi dan per kunpul an asuransi gotong-royong,
yang ber kedudukan di | ndonesia",

2. Pasal 1a di bawah huruf c diubah sebagai berikut Kata "dan"
di bel akang kat a-kata "Lenbaran-Negara 1927 No. 91" diganti
dengan koma dan sesudah kata-kata "Lenbaran- Negara 1949 No.
179" ditanbah dengan kal i mat dan badan- badan koperasi yang
di di ri kan berdasar kan Undang- undang Koperasi 1958 di nuat
dal am Lenbar an- Negara tahun 1958 No. 139".

3. Pasal 1a ditanbah dengan huruf d dan sel engkapnya berbunyi
sebagai beri kut :
"d. dari perusahaan-perusahaan Negara yang termasuk



I ndi sche Bedrijvenwet Staatsblad 1627 No. 419"
4. Dal am pasal 7 kata "enpat" diganti dengan kata "dua".

5. Pasal 11 ditanbah dengan ayat (6) baru yang berbunyi sebaga
beri kut :

"(6) Laba badan- badan koperasi nengenai tahun buku-tahun
buku setel ah nmasa seperti yang di maksud pada pasal 1la
huruf ¢ Ordonansi ini, dikenakan pajak nenurut tarif
seperti yang tertera dal am ayat-ayat (1) dan (2) di
atas".

6. Pada pasal 25 ayat (2) kata-kata "setengah prosen" diganti
dengan kata-kata "satu prosen".

7. Pasal 36 ayat (2) diubah sehingga sel uruhnya berbunyi

sebagai beri kut :

"a. Kepal a | nspeksi Keuangan, dengan nenper hati kan
per at ur an- peraturan yang di beri kan ol eh Menteri
Keuangan, dapat nenper kenankan penundaan penbayaran
dal am hal mana atas hutang yang di beri kan penundaan
itu, terhutang suatu bunga sebanyak satu prosen untuk
tiap-tiap bulan - sebagian dari sebul an di hitung unt uk
sebul an penuh - dari hari jatuh penbayaran hingga hari
penbayar an” .

"b. Setelah titik dibelakang kata-kata "hari penbayaran”
di t ambahkan kal i mat baru yang bunyi nya sebagai
beri kut
"Bunga tersebut terhutang pul a dalam hal tidak
di masukkan suatu perm ntaan penundaan penbayaran”.

Pasal 2.

(1) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini mul ai
ber| aku pada hari ditetapkan.

(2) Ketentuan pada pasal 1 ke-4 untuk pertama kalinya berl aku
bagi kerugi an yang di derita dal am tahun-buku yang berakhir
sesudah tanggal 30 Juni 1957, dengan pengerti an, bahwa
kerugi an- kerugi an untuk nmasa-masa yang berakhir sebel um
tanggal 1 Juli 1957 tidak | agi dapat diperhitungkan dengan
| aba yang di perol eh dal am tahun buku yang berakhir sesudah
tanggal 30 Juni 1959.

(3) Ketentuan pada pasal 1 ke-5 dan ke-6 untuk pertama kalinya
ber| aku terhadap | aba tahun-buku yang berakhir sesudah
tanggal 30 Juni 1959.

(4) Ketentuan-ketentuan pada pasal 1 ke-7 berlaku untuk pertama
kal i nya bagi tunggakan-tunggakan hutang paj ak perseroan yang
ada pada tanggal 1 Januari 1960. Agar supaya setiap orang
dapat nenget ahui nya, nenerintahkan pengundangan Per at uran
Peneri nt ah Pengganti Undang-undang ini dengan penenpatan
dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.



Di t et apkan di Bogor
pada tanggal 26 Septenber 1959.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SCEKARNO.

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Septenber 1959.
Menteri Miuda Kehaki man,

ttd.
SAHARDJ O

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PENMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
No. 13 TAHUN 1959
t ent ang
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSERCAN 1925 ( STAATSBLAD
1925 No. 319).

Ke-1 : Ji ka di bandi ngkan dengan peraturan yang | ama akan
t erdapat | ah kesi nmpul an bahwa dal am peraturan yang baru ini secara
tegas ditunjuk pul a sebagai subyek paj ak, perusahaan-perusahaan
Negara. Sebenarnya memang senenj ak dahul u Penerintah berpendapat,
bahwa perusahaan-perusahaan yang di maksud itu nerupakan subyek
paj ak berdasarkan pasal 1 ayat (1) ke-2 Ordonansi Pajak Perseroan
1925.

Tetapi ternyata bahwa hal yang dem kian itu masih bel um
cukup j el as sehingga terdapat pul a pendapat bahwa badan- badan
seperti yang dimaksud itu tidaklah | ayak untuk di kenakan paj ak
i.c. pajak perseroan. Ini disebabkan karena badan-badan tersebut,
bai k yang berbentuk yayasan maupun | ai nnya, berusaha dengan uang
Negar a.

Sebal i knya Penerintah bependapat bahwa terdapat badan-badan
yang di maksud itu seyogi anyal ah di beri kewaji ban-kewaji ban yang
sama seperti bdan-badan partikelir biasa. Dengan dem ki an maka
akan terdapatl ah suatu keadaan yang dapat nenmeksakan badan- badan
tersebut bertindak effisien dan ekonom s seperti hal nya dengan
para pengusaha partikelir biasa.

Peraturan ini pertama-tama ditujukan pada badan-badan
seperti Yayasan-yayasan Penerintah, Bank |ndonesia, Bank |ndustri
Negara dan sebagai nya.

Ke-2 dan ke-3: O eh karena kedudukan dan sifatnya yang
khusus, maka perusahaan Negara yang termasuk "I ndische
Bedrijvenwet" di kecual i kandan ti dak di kenakan paj ak perseroan.

Sel anj ut nya Penerintah berpendapat untuk tetap nengenakan
paj ak atas | aba perkunpul an koperasi. Penerintah bermaksud untuk



mengat ur hal ini dalam suatu peraturan tersendiri, sesuai dengan
apa yang tercantum dal am pasal 6 ayat (4) Undang-undang Koper asi
(Lenbar an- Negara tahun 1958 No. 139). Tetapi hal yang dem ki an
itu dewasa ini belum dapat dil akukan sehi ngga akhi rnya Penerintah
menganbi | keputusan agar badan- badan koperasi untuk senentara
tetap merupakan subyek paj ak bagi pajak perseroan, sanbil
menunggu di adakannya peraturan yang tersendiri nengenai hal ini.
Badan- badan koperasi yang sudah ada yang nenyesuai kan diri
dengan Undang- undang Koperasi 1958 (Lenbaran-Negara tahun 1958
No. 139) tidak di anggap sebagai badan yang baru didirikan.
Peneri nt ah ber pendapat bahwa unt uk senentara kel onggar an-
kel onggaran fiskal terhadap badan-badan koperasi seperti yang
t ercantum dal am pasal 1la huruf ¢ Ordonansi Paj ak Perseroan sudah
cukup luas, apal agi dengan nenanbah kel onggar an- kel onggaran itu
dengan kel onggaran yang baru | agi seperti yang ternaksud dal am
pasal 1 ke-5 Peraturan ini.

Ke-4: Pasal 7 Ordonansi Paj ak Perseroan nenentukan bahwa
bi | a pada suatu tahun, dal am nenghi tung keunt ungan ter dapat
kerugi an, maka kerugi an ini dapat diperhitungkan dengan | aba-| aba
yang di perol eh dal am enpat tahun beri kutnya, dinmulai dengan tahun
pertama dari tahun-tahun itu. Jangka waktu sel ama enpat tahun
unt uk dapat nel akukan konpensasi vertikal ini dahulu diberikan
ol eh Penerintah sekedar untuk nenberi keringanan ber hubung dengan
ber | akunya peraturan untuk nel akukan penyusutan yang terikat.
Peneri ntah ki ni nmemandang perlu untuk neni nggal kan pendiri an
t ermaksud, ol eh karena keadaan keuangan Negara dewasa ini tidak
| agi nengi zi nkan nmenberi kan kel onggaran yang begitu besar kepada
per ser oan- per seroan dal am hal pungut an paj ak perseroan.

Peraturan ini sebenarnya tiada nerupakan soal baru karena
sebel um tahun 1952 dal am nenet apkan paj ak perseroan jangka waktu
unt uk nel akukan konpensasi juga di beri kan sel ama dua tahun.

Di tanbah pula jika diingat bahwa para wajib pajak yang
di kenakan paj ak pendapat an juga hanya dapat nenper hitungkan
kerugi annya dengan pendapat an yang di perol eh dal am dua tahun
beri kut nya (pasal 5a Ordonansi Paj ak Pendapatan 1944), naka
peraturan baru ini |ebih nmendekati persamaan perl akuan.

Ke-5: Seperti telah disingging diatas naka terhadap badan-
badan koperasi diberi kel onggaran-kel onggaran fiskal dalamarti
bahwa badan- badan tersebut dal am waktu |ima tahun berturut-turut
setel ah pendirianrya di bebaskan dari pengenaan paj ak atas | aba
yang di per ol ehnya.

Mengi ngat akan bentuk dan fungsi koperasi dal am masyar akat
kita, maka untuk dapat nendorong pertunbuhan badan- badan
tersebut, Penerintah nenganggap perlu agar terhadap badan-badan
i ni di mana nmungki n di beri kel onggaran | ebi h banyak | agi dal am
bi dang pemaj akan.

Ber hubung dengan itu maka sanbi|l nenunggu peraturan
pemaj akan yang khusus nengenai badan-badan koperasi seperti
di maksud ol eh Undang-undang Koperasi ternaksud di atas, Penerintah
ber maksud terhadap bdan koperasi nel akukan tarip yang | ebih
rendah dari pada terhadap badan hukum | ai nnya yang nenj adi subyek
paj ak perseroan dal am keadaan yang sana.



A eh karena itu dilakukan tarip khusus yang tercantum dal am
pasal 11 Ordonansi Pajak Perseroan yang berjunl ah serendah-
rendahnya 25% dan setinggi-tinggi nya 40% dari | aba sanpai dengan
Rp. 500. 000, - yang di perol eh dal am sesuatu t ahun buku.

Ke-6 dan ke-7: Bunga yang dahul u terhutang (sebesar setengah
prosen sebul an) adal ah | ebi h rendah dari pada bunga yang | azi mya
t erhut ang dewasa ini dal am hal pinjaman-pi njaman pada | enbaga-
| enmbaga kredit, sehingga tidak dapat di anggap | agi sebagai suatu
dorongan terhadap waji b-paj ak untuk nmemasukkan penberitahuan
senmentara yang tepat atau untuk nmenbayar paj ak pada waktu yang
tel ah ditentukan.

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 106 tahun 1959.

D ket ahui :
Menteri Muda Kehaki man,
ttd.
SAHARDJ O

CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEVMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber : LN 1959/ 106; TLN NO 1862



